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GUBERNUR GOR«>NTALO

PERATURANDAERAHPROVI~SIGORONTAlO
! ~

NOMOR1 TAHUN2013
i TENTANG i

PELAYANANPUBUK
I :

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
I ', ,

GUBERNURGORONTAlO,
, I

a. bahwa kewajiban Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama

pelayanan publik di daerah untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik

sesuai dengan prinsip~prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan

demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara

Republik IndonesiaTahun 1945;
b. bahwa memberikan pelayanan publik di daerah yang dilakukan oleh

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan.yang harus dilakukan

secara kontinyu, terintegrasi dan berkesinambungan, seiring dengan

perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan

kualitas pelayanan publik;
c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di

; i t

daerah, maka perlu ditetapkan standar dan kriteria dari penyelenggara

pelayanan publik maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan publik

serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan perlindungan
atas hak-hak dan kewajiban publik dalam mendapatkan pelayanan publik

dalam suatu peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbanga~ sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf C, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan

Publik;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun, 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(l~mbaran Negara i Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
lernbaran Negara [Republik Indo~esia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang:-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

i . 1

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

I , I

Ta~bahan lembaran Negara Rep~blik Indonesia Nomor 3890); -.!J
iiI 1
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

• I

(Lembaran Negara Republik! Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

ifambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-UndangNomor 8 Tahu~ 1999 tentang Perlindungan Konsumen
! :

(Lembaran Negara Rep4blik !Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

ifambahan Lem~aran NegaraR~publik Indonesia Nomor 3821);

4. ~ndang-Undang: Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Sersih dan Bebds dari Korupsi, Kolusi, '.dan Nepotisme

(Lembaran Ne9ara Republik i Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
t I I
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);
I , I ! .

5. Undang-Undang:Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak

Pidana Korupsi :(Lembaran NEigara Republik Indonesia Tahun 1999
I i I

Nomor 140, Tarl,bahan Lemba1ranNegara Republik Indonesia Nomor

~874) sebagaim~na telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 ten~angPerubaha~atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

~999 tentang PefnberantasanTlndak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20P! Nomor 134, Tambahan Lembaran
I . t •

Negara RepublikIndonesia Nomor 4150);
iii

6. Undang-Undang I Nomor 38 !Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provlnsi Goronta;lo (Lembaran i Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Ne~lara Republik Indonesia

Nomor 4060); .j

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
I

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,

Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4297);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

~Lembaran Negara Republik iIndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
: I i

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1i2 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-

l)ndang Nomor. 32 Tahun f004 tentang Pemerintahan Daerah
I i I

CLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
.- ,

2
,
-, ,.



•

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
, ,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 37 Tah~n 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,

, I

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun :2009 tentang Pelayanan Publik «Lembaran

Neg,ara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
I ' !

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

i . I

Per~ndang-undangah (Lembaran :Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambaha'n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

I. ,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan

Peran Serta Masyafakat dalam P~nyelenggaraan Negara (Lembaran Negara
I '

RepubJik Indonesia' Tahun 1999 ~omor 129, Tambahan Lembaran Negara
I '

Republik Indonesia Nomor 3866); :
18. Perc;lturan Pemerintah Nomor T~hun 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

I •

Pembinaan dan Pen'gawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

I

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran i Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

. I I

Lembaran Negara RepubJikIndonesia Nomor 5135);
21. Per~turan Pemerinflh Nomor 196 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik I~donesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah

I

Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 03);

24. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang ~~ncana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi GorontaloTahun 2012-2017 (Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 02);
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, Dengan Persetujuari Bersama
DEWAN PERWAKlLAN.RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan
GUBERNURGORONTALO

: MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAHTENTANG PELAYANAN PUSLIK

BAS I
KETENTUAN UMUM

Pasal1 :,

•
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

, ' ,
1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan paerah adalah penyelenggaraar urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas

Pembantuan d,engan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Rep~blik Indonesia 'sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. :

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan ?emerintah DaerahI . 1 I

KabupatenjKota.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.,
I '

5. Gubernura dalah Gubernur Gorontalo.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekr~taris Daerah Provinsi Gorontalo

7. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

sesuai dengan: hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang,

jasa dan atau ~pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
I ; \

yang terkait dengan kepentingan publik.
,

8. Penyelenggara: Pelayanan Publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik

Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan
, I

pelayanan publik. ~ '

9. Organisasi peflyelenggara pelayanan publik, yang selanjutnya disebut Organisasi
! I.:

Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di

Iingkungan p~merintah provinsi, korporasi, t lembaga independen yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan
. , !

badan hukum I,ainyang dibent~k semata-mati untuk kegiatan pelayanan PUblik'----J
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10. Pelaksana pelbyanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat,

pegawai, petugas dan setiap orang yang be~erja di dalam organisasi penyelenggara
; 1 I

yang bertugas'melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik.
, . ,

11. Masyarakat a~alah orang perseorangan, ikelompok atau badan hukum yang

berkedudukan; sebagai penerihla manfaat p;elayanan publik, baik secara langsung
maupun tidak langsung. I i

12. Standar pelaYGlnanadalah ket~ntuan yang b~risi norma, pedoman dan kesepakatan

mengenai kualitas 'pelayana~, sarana dan prasarana yang dirumuskan secara

bersama-sama!antara penyelehggara pelayanan publik penerima layanan dan pihak

yang berkepentingan. ,

13. Penilaian Kep:uasan Masyarakat adalah uikuran kepuasan masyarakat sebagai

penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan

standar pelayanan yang telah ditetapkan.

14. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi

penyimpanan'dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari

Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk Iisan dan tulisan,

serta bahasa gambar, danjatau bahasa lokal, yang disajikan secara manual atau

elektronik.

15. Pertanggungjawaban pelayanan publik adalah Perwujudan kewajiban penyelenggara

pelayanan publik untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai

percapaian tujuan yang telah 'ditetapkan, melalui mekanisme pertanggung-jawaban

secaraperiodik, kontinyu dan berkesinambunganserta terintegrasi.
I , :

16. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan terhadap ketidaksesuaian

antara pelayanpn yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

17. Sengketa pelayanan publik adalah sengketa: yang timbul dalam bidang pelayanan

publik antara i penerima layanan dengan penyelenggara pelayanan publik akibat

ketidaksesuaian antara pelayanan yang dite~ima dengan standar pelayanan publik
~ I

yang telah ditetapkan.

18. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui
bantuan oleh ,Ombudsman Daerahselaku lembaga pengawas eksternal atau oleh

lembaga pengawas eksternal "'Iainnya maupun oleh mediator yang dibentuk oleh
OmbudsmanDaerahatau lembaga pengawaseksternal

19. Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentukjjenis
barang yang digunakan oleh masyarakat.

20. Pelayananjasa:publik adalah p~layananyang menghasilkan berbagai bentukjasa yang
i : I

dibutuhkan oleh masyarakat.
I
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21. Pelayanan adplinistratif adalah pelayanan I yang menghasilkan berbagai bentuk

dokumen resm1iyang dibutuhkan oleh masyarakat.

22. Media adalah i segala alat un~uk penyebarl~asan informasiyang berupa eetak dan
I I

elektronik. : .
. .

23. Anggaran pen~apatan dan B~lanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prowinsi Gorontalo:
, i I

j BAB II !
ASAS PELAYANANPUBLIK

Pasal 2

I Asas penyelenggara~n pelayanan puplik di Provinsi ~orontalo adalah sebagai berikut:
! ' f 1 I

a. Asas Kepastian Hukum;

~ i b. Asas Keadilan; Ie,' !, e. Asas Kemanfaatan;
" d. Asas Keterbuka~n;

e. Asas Partisipatif~
f. Asas Akuntabilitas;

g. Asas Kepenting9n Umum;
h. Asas Profesionalisme;

i. Asas Kesamaan Hak;

j. Asas Efisiensi;

k. Asas Efektivitas;'

I. Asas Imparsial.

BAB III

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu

Maksud

Pasal3 ;

Pengaturan penyelenggaraan pelaYianan publik di Provinsi Gorontalo bermaksud untuk

memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan
: : I .

hak-hak masyarakat seeara berkualitas, kontrnyu, tEkintegrasi dan berkesinambungan.

J
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Bagian Kedu'a

Tujuan

Pasal4

Tujuan Pelayanan P~blik adalah :

a. Mewujudkan k~pastian hukum tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan

kewenangan se\uruh pihak yanQ terkait dengain penyelenggaraan' pelayanan publik di
I . .

Provinsi Gorontalo.
I

b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum

penyelenggaraan pemerintahan yang baik di PrQvinsi Gorontalo.
I i I

c. Mewujudkan kualitas pelayanan~ efisiensi dan I efektivitas penyelenggaraan pelayanan

publik dan penc~gahan Korupsi, .Kolusi dan Nepptisme di Provinsi Gorontaloi
I '

d. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas
i ' j

pelayanan publi~ sesuai mekanisrne yang berlaku.

e. Mewujudkan penyelenggaraan i pelayanan :publik sesuai ketentuan peraturan
I I I I !
I I perundang-undangan yang berlaku. .
i;

I
. I

! I

I, !
. ',

I
Bagian Ketiga

Ruang Lingkwp
I

Pasal5 I
!

, (1) Ruang Iingkup pelayanan publik meliputi selima bentuk pelayanan yang berkaitan

I I dengan kepentirigan publik yang
l

diselenggarak~n oleh penyelenggara pelayanan publik. ,
di Provinsi Gorontalo. I

(2) Pelayanan publik sebagaimana; dimaksud dalam ayat (1) yakni meliputi pelayanan
. I I

barang publik d~n pelayanan jasa publik serta pelayanan administrasi.

Pasal 6

(1) Pelayanan barang publik meliputi:

a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah

daerah yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan/atau APBN dan badan

usaha yang modal pendiriannya sebagian atpu seluruhnya bersumber dari kekayaan

daerah yang dipisahkani dan

b. Pengadaan dan penyaluranbarang publik :yang pembiayaannya tidak bersumber

dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
, I

bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi

misi Daerah, yang ditetapkan: sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
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\

, I
\ '
i'

(2) Pelayananjasa ipublik yaitu pelc;lYananyang rl1enghasilkanberbagai bentuk jasa yang

dibutuhkan oleh publik, meliputi: ,
• I :

a. Penyediaan:jasa publik ol~h instansi petnerintah daerah yang pembiayaannya

bersumber ,dari APBD danjatau APBN dan suatu badan usaha yang modal

pendiriannya sebagian ata~ seluruhnya ~ersumber dari kekayaan daerah yang

dipisahkan; dan;
b. Penyediaan,jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau

badan usaha yang modal p~ndiriannya se~agian atau seluruhnya bersumber dari

kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah

yang diteta~kan sesuai kete~tuan peraturan yang berlaku.

(3) Pelayananadmiflistratif yaitu pelayanan yang rjnenghasilkanberbagai bentuk dokumen
I i I

resmi yang dibutuhkan oleh publik, meliputi:
a. Tindakan administratif pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan

I ! I

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan
! , i '

b. Tindakan administratif oleh !instansi non pemerintah yang diatur dalam ketentuan
peraturan yang berlaku.

I

BABIV

HAKDANKEWAJIBAN'PENERIMA

i BagianKesa~u

Hak RenerimaLayananPublik
I !

Pasal7
: i, ' i i

Hak penerima layanan publik meliputi:, ' \

j i a. Mendapatkan delayanan yang I, berkualitas ~esuai denga':l asas-asas dan tujuan

pelayananpubli~ serta sesuai standar pelayanal'1\publik yang telah ditentukan.
I' ' i I I

b. Mendapatkan kemudahan untuk' memperoleh informasi selengkap-Iengkapnya tentang

sistem, mekanistne, dan proseddr dalam pelayahan publik.

c. Memberikan saran dalam rangka;perbaikan pela,yananpublik.
\ " I Id. Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif santun, bersahabat, dan ramah.

; : e. Memperoleh k~mpensasi apa9i1a tidak merdapatkan pelayanan sesuai standar
pelayanan publik yang telah ditetapkan. '

,f. Menyampaikan pengaduan kepa~a penyelengg~ra pelayanan publik dan atau pengawas

pelayanan publik untuk mendapatkan penyeles~ianatas pengaduan tersebut.

g. Mendapatkan pembeJaan,perlindungan, dalam ~paya penyelesaian sengketa pelayanan

publik. i
h. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang

berlaku.
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1

! ;

I:

I

Bagian Kedua
I

Kewajiban Penerima Layanan publik
I

Pasal 8

Kewajiban penerima; layanan publik l1'1eliputi: I
I

a. Mentaati mekanisme/ prosedur/: dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan
. I '

publik.

b. Memelihara dan I menjaga berba~ai sarana dan ~rasarana pelayanan publik.

c. f'.1engawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian sengketa pelayanan

publik. I

d. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang berlaku yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan pubiik;

e. Memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan publik.

BABV

PERAN SERTA MAS~ARAKAT

Pasal 9

i
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-Iuasnya untuk berperan

serta dalam penyelenggaraan peiayanan publik. i
(2) Peran serta masyarakat sebagail1lana dimaksud :pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

• I ! . .
a. Berperan serta dalam merurriuskan standar pelayanan publik. .' .

b. Meningkatka!n kemandirian Imasyarakat d~n kemitraan dalampenyelenggaraan

pelayanan publik; i
I . I

c. Menumbuhkembangkan kemampuan dcln kepeloporan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik ;
j I r

d. Memberikan I saran dan atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

publik ; ~.

e. Menyampaikan informasi t dan atau i memperoleh informasi di bidang

penyelengga!raan pelayanan bublik. '

9
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BAB VI

PROS~DURPELAYAN.f\N PUBLIK
i I

, BagianKesatu
Penyelenggara

I

Pasal10 i

Prosedur penyelenggaraan pelayanan publik melipub:

a. Fungsional, yaitu pola pelayanan publik diber*an oleh penyelenggara, sesuai dengan

tugas, fungsi dah kewenangann~a; I
b. Terpusat, yaitu i pola pelayanani publik diberi~an secara tunggal oleh penyelenggara

berdasarkanpelimpahan wewen~ng sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

c. Terpadu, terdiri Iatas: pertama, ;terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu

atap diselenggarakan dalam satu tempat yang Imeliputi berbagai jenis pelayanan yang
! I

tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu; dan kedua,

terpadu satu pi~tu, yaitu pola pelayanan terpaqu satu pintu diselenggarakan pada satu
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan

dilayani melalui satu pintu. I

d. Gugus tugas, yaitu petugas pel,ayananpublik secara perorangan atau dalam bentuk
gugus tugas yang ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian

pelayanan tertentu.

Pasal11

(1) Untuk menjamin kualitas layanan masing-masing penyelenggara pelayanan publik wajib

membentuk unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan bagi masyarakat.

(2) Penyelenggara pelayanan publik pada unit pelayanan informasi publik dan unit

pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai kompetensi.

(3) Masing-masing ,unit pelayanan informasi puplik dan unit pengaduan masyarakat
membantu penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan fungsi untuk

merencanakan, ,melaksanakan :dan mengevaluasi serta mengembangkan standar

pelayanan publik., ,

(4) Penyelenggara pelayanan publik dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara
pelayanan publik lain ataupun dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan, ,

efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
. I

(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara pelayanan publik

wajib mengumur;nkankepada masyarakat melahwimedia cetak dan elektronik.
! : I

10



i•

, .

•

Bagian Kedu;a

!-tak Penyelenggara
I I

Pasal 12

Penyelenggara merriiliki hak:

a. Memberikan pel~yanan tanpa diryambat pihak I~in yang tidak berwenang;
; I I

b. Melakukan kerja:sama;'
• I

c. Mengelola anggaran pembiayaall penyelenggaraan pelayanan publik;

d. Melakukan pem1belaan!t~rhadap, pengaduan, tyntutan dan gugatan yang tidak sesuai

dengan kenyatahn dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

': e. Menolak permin~aan pelayanan iyang bertenta~gan dengan ketentuan peraturan yang

berlaku.

: Bagian Ketigp

Ke~ajiban penyel~nggara

. I I
• I

Pasal 13
; .
i I

. : ~
Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban:

I I '
. i a. Mengundang penerima layanan dan piha~-pihak yang berkepentingan dalam

! :t r ;

penyelenggaraa~ pelayanan P!ublik untuk ~erumuskan standar pelayanan dan

melakukan pengawasan atas kin~rja pelayanan publik.
. I .

b. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berktiJalitas sesuai dengan standar pelayanan

yang telah ditetapkan.
I ,

c. Mengelola pengaduan dari penerlma layanan sesuai mekanisme yang berlaku.

d. Menyampaikan pertanggungjaw~ban secara p~riodik atas penyelenggaraan pelayanan

publik yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

e. Memberikan kompensasi kepada penerima ilayanan apabila tidak' mendapatkan

pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

f. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyel'esaian sengketa pelayanan publik.

g.Mematuhi peratwan' yang berla,ku terkait den,gan tugas dan kewenangannya dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

11



•, i
I

I

I I

Bagian KeemjJat
I

Penilaian Kepuasan Masyarakat
I

Pasal 14
i

(1) Penyelenggara Ipelayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan

pelayanan publi~ secara periodik.

(2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan

publik masing-masing penyelenggara pelayanari publik.
, I

(3) Apabila ditemu~an ketidaksesu~ian nilai antata indeks kepuasan masyarakat dengan

standar pelayanan publik, m9ka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan
, ' ,

kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik.

I
Bagian Kelima

I

,Pelayanan Khusus

PasallS I

(1) Penyelenggara i pelayanan publik wajib m~ngupayakan tersedianya sarana dan
. ,

prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil.

(2) Penyediaan sa~ana dan prasairana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menjamin akse~ibilitas pengguna layanan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
I I I

yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaks~d pada ayat (1) disesuaikan juga dengan peraturan

yang berlaku tentang perlakuan ,khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita
I : i

hamil. Ii,

: Bagian Keena'm
, I

Perilaku Penyelenggara
I

Pasal 16 I

Penyelenggara pela~anan publik wajib memiliki perilaku sesuai dengan kode etik dalam

memberikan pelayanan publik, yaitu: ,
a. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional.

b. Bertindak adil dan tidak diskrimiriatif.

c. Peduli, teliti dan cermat.

d. Bersikap ramah dan bersahabat.

e. Bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit.

f. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun.
I .

g. Transparan dala:m pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-Iangkah yang kreatif

dan inovatif.
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i Bagian KetUj~h

Standar Pelayanan Publik

Pasal17 :
I
I

I
(1) Standar pelayanan publik disusun sesuai de~gan jenis dan karakteristik pelayanan

: ! i
publik yang meliputi prosedur dan produk pelayanan publik.

,
(2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menempkan standar pelayanan sebagaimana. : I

dimaksud pada .ayat (1) meliputi penetapan standar persyaratan; standar biaya dan
. .

standar waktu. i
I

(3) Penyelenggara pelayanan publik wajib menginformasikan standar pelayanan pubJik
I

kepada masyarakat.

Bagian kedelapan

Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 18

(1)

; " (2)

~ '

(3)
I ,

I I, .
I '

(41
~ ' ; .

! I' ,

! : : ' (4)
l Ii 1

~ I

Pengawasan !penyelenggaraah pelayanan pLblik dilakukan oleh pengawas internal

dan pengawas eksternal. .

Pengawasan internal dilakuka~ melalui:

a. pengawas9n oleh atasan la~gsung; dan

b. pengawasan oleh pengawas fungsional daerah.
I I

Pengawasan eksternal dilakuk~m melalui:

a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau. pengaduan dalam
I I !

penyelenggaraan pelayana'n publik; ,

b. pengawas~n oleh Ombudsman daerah sesuai dengan peraturan perundang-~. .

undangan yang berlaku; i
I I

c. pengawasan oleh DPRD; I

Tata cara pengawasan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan
I I !

perundang-undangan ..
I

13



ii' I
,I, ! I

"'

Bagian Kesem~i1an
I ,

Peng~duan Pelayan~m Publik
I !
, Pasal 19 '

, I

;, .

. i .

! I I, Pengaduan pelayan~n publik dilakuk~n dengan caral:
\ a. Pengaduan pelayanan publik diajukan kepada penyelenggara pelayanan publik.

'. :; b. Paling lama 5 (lima) hari setel~h diterimanya! pengaduan, penyelenggara pelayanan

publik harus mehindaklanjuti perlgaduan tersebut.
! I I

c. Apabila penyele~ggara pelayanan publik tidak menanggapi sebagaimana mestinya atau

tidak menerimai pengaduan Se~agaimana dimkksud pada huruf b, maka pengaduan

diajukan kepada pengawas pela'>1ananpublik.
! !

. ; 1

.'

I : "
[, ;.

I :

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20 :
1

(1) Anggaran pelay~man publik pada instansi pemerintah dibebankan pada masing-masing

penyelenggara pelayaan publik. ,

(2) Anggaran untuk pembiayaan pengawasan pelaVanan publik dibebankan pada masing-

masing penyelenggara pengawasan pelayanan publik.
, 1

I

BAB VIII:

KETENTUAN SANKSI

!
Bagian Kesatu

Pelanggara~

,
I

Pasal21 :

! ' j
iii

(1) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang,prosedur dan substansi
I

merupakan pelanggaran yang i dapat dikena~an sanksi sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
; i. I

(2) Bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran

administrasi. I
i

T
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: Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

I '
,

Pasal22 !
!

:(1) Pelanggaran admini1tratif yang dilafukan oleh p~nyelenggara pelayanan publik dikenakan
I sanksi administrasi. :
[(2) Jenis-jenis sanksi adrninistrasi sebagaimanadimaksu8 pada ayal(!) berupa: .
, I;!

a. teguran Iisan; :
,

b. teguran tertulis,
c. Penundaan kenaikan pangkat;

I

d. Penurunan pangkat;
e. Mutasi jabatan; i i
f. Pembebasantugas dan jabatan dalam waktu tertentu;

~ j •

! g. Pemberhentiantidak dengan hormat. I
•,(3) Tata cara pemanggilan, pemeriksaa,n dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai
~ : : i dengan ketentuan peraturan perundahg-undangan ybng berlaku.•,. " ,
[ 1'1.,
iii I

" ,
'. I Ii \, I

, I I
I '

f '

, I

! Bagian KetigJ
i Sanksi Pidana,
I I

Pasal23 ,
I

(1), Setiap penyelenggara pelayanan publik yang melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan
~ _ , II!

, 'pelayanan publik diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan/atau

I denda paling banyakRp. 50.000.000,r (lima puluh j~ta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Apabila pelanggaran sebagaimana di'maksud dalaml ayat (1) merupakan suatu tindak pidana,

fit maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagai"1ana diatur dalam .ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. ;

(4) Tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (3)iadalah kejahatan.

15
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I i,
, ;
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Bagian keempat

Penyidikan'

Pasal24 ;

I

(1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republiklndonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu di instansi penyelenggara pelayanan publik yang Iingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang: pelayanan publik, diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebag~imana dimaksud dalam Kitab i Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang berJaku. :
i I

(2) PenyidikPegawaiNegeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berwenang :
, '

; j I

a. Melakukan !pemeriksaan a~as kebenaranI laporan atau keterangan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Pelayananp;ublik;
i ! ;

b. Melakukan Pemeriksaan terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diduga

melakukan tindak Pidana;
c. Meminta keterangan dan b~han bukti dari, orang atau badan usaha sehubungan

dengan perihiwa tindak pidaha di bidang pJlayanan publik; ,

d. Melakukan pemeriksaan at~s pembukuan i catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bida'ngpelayanan publik;

e. Melakukan pemeriksaan di itempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,

pembukuan icatatan dan dokumen lain sertfi melakukan penyitaan terhadap bahan
, , ,

dan barang I hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak

pidana di bidang pelayanan publik; ,i
I I
I j ,

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaks~maantugas penyidikan tindak pidana di

bidang pelay:ananpublik; I ,
(3) Penyidik Pegaw9i Negeri Sipil sEfbagaimanadimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penYidikan dan hasili penYidikannyalkepada Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indone~ia. I
, I I

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
, I

hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia. i
I

BABIX '

KETENTUANPEN!JTUP

Pasal25 i

Hal-hal yang belurn: cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.
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I,

Pasal 26

; Peraturan Daerah ini; mulai berlaku p~da tanggal diupdangkan.
: ! .

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini
, I

. , I

dengan penempatan:nya dalam Lemb'aran Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapk~n di Gorontalo

pada tanggal g A ,il
I

letUBERNUR

2013

INSI GORONTALO
1

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal C A1;>ri1..,..

SEKRETARIS DAERAH PR

Ik~
Prof. Dr. Ir. Hj. WINA NI MONOARFA, MS

PEMBINft! UTAMA :
NIP 19621121 198503 2001

i i :
I , I

LEMBARAN DAERAH PROPINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR ..01..
i

. !

I
I

,I i
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I
PENJELASAN

ATAS I
, ,

PERATURAN DAERAH PROVIiNSI GORONTALO

I i
NQMOR 1 TAHUN 2013

I TENTANG!

~ELAYANAN PU~LIK

1. UMUM ,ii
Provinsi Gorontalo secara substansial telah terbangun, pemahaman untuk

mewujudkan pelayahan publik yang, sesuai denga~ koridor tata kelola pemerintahan yang

lit ' baik. Hal itu diwujudkan dengan re~cana dibentuk~ya Peraturan Daerah Pelayanan Publik

untuk mengakomodasi akselerasi perkernbangan kebutuhan masyarakat Provinsi Gorontalo

atas terselenggaranya pelayanan publik yang prima; Pembentukan Peraturan Daerah adalah

da/am rangka mem~angun pelayan pUblik yang m~ngedepankan prinsip-prinsip demokrasi,

transparansir akuntabilitasr dan responsibilitas dengan paradigma baru, yaitu berubahnya
j I I .

birokrasi sebagai penguasa menjadi abdi alias pelayan masyarakat.

Peraturan Oa;erah secara jelas meneguhkan konstruksi birokrasi sebagai pelayan

publik yang berposisi sebagai pengabdi rakyat,. Konstalasi demikian secara yuridis

menciptakan hubungan hukum yang ;masuk pada wi/ayah hubungan-hubungan dinas publik.

Pada tataran demikian penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik terkualifikasi da/am
I ! JI ' ,

organisasi birokrasi yang harus berkiprah secara 'fungsional yang tugasnya berorientasi

pada aspek operasional pelayanan masyarakat.
!

Peraturan Oaerah tentang Pelayanan Publik Provinsi Goronta/o diharapkan mampu

, menghadapi perkem'bangan nilair regulasir sistem dan tata ke/ola pemerintahan yang baik

terkait dengan pelayanan publik. H,al ini disebabkan dalam kenyataan penyelenggaraan
, i I

pelayanan publik m~sih ditemukan banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi

: kualitas yang diharalPkan masyarakatr karena dalami pemberian pelayanan masih ditemukan

adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara /angsung kepada

penyelenggara laya~an dan lembaga peng~wasrAaupun melalui media massa sehingga

; menimbulkan citra YFng kurang bai~, terhadap apa~atur pemerintah. Mengingat salah satu
I '

I fungsi pemerintah adalah melayani masyarakat ma,ka Pemerintah Provinsi Gorontalo terus

" ! berupaya meningk~tkan kualitas I pelayanan n1elalui pembaharuan peraturan dan

I

: ,penyediaan sarana! dan prasarana, pelayanan 8ublik. Oi sisi lain, pemerintah telah

! membentuk Undand-undang NomoI- 25 Tahun ~009 tentang Pelayanan Publikr yang

;

1, , ' I dijadikan dasar pe~yelenggaraan Relayanan publik secara nasional dan regional oleh

:. . · 18' --1
t ,I ,
I

I
I'

f
I



pemerintah daerah.i Transformasi tata nilai, regu:lasi, sistem dan tata kelola pelayanan

pu~lik tersebut, diFikapi dengan Ibijak oleh pymerintah Provinsi. Gorontalo dengan
membentuk peraturan daerah tentang PelayananPublik.

II. PASALDEM! PASAL
, I. Pasal1

f ". Cukupjelas i
I Pasal2

Angka f

i'

i,, '

I ~
: . !

t ..
r' '1'I.

, I
I I

Huruf a

Yan~ dimaksud dengan asas Kep~stian hukum adalah sebagai kejeIasan
I '

norma, sehingga dapat dijadikan pe'domanbagi masyarakat yang dikenakan

Peraturan itu. I, I

Huruf b.
• i II • ,

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah nilai untuk menciptakan

hub~ngan yang idea' antara manu~iayang satu dengan manusia yang lain
, ' I

sebagai anggota masyarakat, dEmgan memberikan kepada manusia

ters~but apa yangl menjadi ha~nya sesuai dengan prestasinya dan

membebankan kewajiban menurut hukum dan moral.
Huruf c. Ii!

Yang dimaksud dengan Asas kemanfaatan adalah, ,kemanfaatan dapat
\ i !

diartikan dengan kebahagiaan. Baik buruknya suatu hukum, bergantung
pada apakah hukum .jtu memberikah kebahagiaan atau tidak bagi manusia.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi ,manfaat kepada

setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila

mampu memberikankebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat
, '

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas "Keterbukaan" adalah setiap penerima

pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh Informasi
mengenai pelayananyang diinginkan.

Angka e
I

Yang dimaksud dengan asas Partisipatif adalah peningkatan peran serta

masyarakat dalam penyelenggara~n pelayanan dengan memperhatikan

aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
I,

Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah proses penyelenggaraan
, . I

pela~anan harus dapat dipertanggu:ngjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangiundangan.
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Angka j
, !

Angka g: I
!

Yan9 dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah pemberian

pelqyanan tidak bpleh menguta,makan kepentingan pribadi dan/atau
i

golongan.,
Angka h

Yang dimaksud dengan Asas Prof~sionalisme adalah pelaksana pelayanan

har~s memiliki kom~etensi yang se~uaidengan tugas.' '

Angka i I : !
Yang dimaksud dengan Asas Kesamaan Hak adalah pemberian pelayanan

, ' I
tidak membedakani suku, ras, agama, golongan, gender dan status

ekonomi.
!
;

Yang dimaksud de~gan Asas efi~iensi adalah bahwa yang menentukan

tingkat keberhasilf:]n penyelenggaraan pelayanan publik dengan
: I !

merhperhatikan kebLJtuhanpelayanan yang sederhana cepat dan murah,

tidal<memberikan p~mbedaan pembiayaan kepada masyarakat secara tidak
I I I , .

wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka k I I
Yang dimaksud dengan Azas efektifitas adalah bahwa orientasi

I '

penyelenggaraan pblayanan publik untuk mencapai' penyelenggaraan

pela¥anan publik yamgtepat sasarah dan memenuhi kebutuhan masyarakat
! ! !

seb~gai pengguna pelayanan publi,k sesuai dengan peraturan perundang-
und~ngan yang berl~ku; ,

,
I,

, I!

i
! '

, 'i :!
I I I,

. f
; i

, ,

Angka I I I

Yan6 dimaksud deingan asas Imparsial adalah tidak berpihak harus

me'llperlakukan sa~a. Dengan ~ata lain pedoman dan arahan bagi
penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap netral, non diskriminasi da'n

, '
• I I '

tidak berpihak sesuai dengan perat~ran perundang-undangan yang berlaku.
Pasal3

Cukupjelas

Pasal4
Cukupjelas

Pasal5
Ayat (1)

Cukupjelas

20



I ! Pasal8

I ,

~.

..

Ayat(2) ,

Yang c;limaksud pelayanan barang ad~lah air bersih, baran'g cetakan dan lain

sebagainya.
, I '

Yang ! dimaksud bentuk pelayana~ jasa adalah pe.layaan pendidikan,

pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan transportasi dan lain
; 1

sebagainya.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
I

cukup ]elas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas
i

Huruf d I
cukup jelas.

Huruf e

Yang pimaksud deng9n Kompensas! adalah suatu bentuk imbalan yang

diberikkn kepada pene~ima pelayana~ akibat dari tidak terpenuhinya standar

pelaya':lan publik yang telah ditetapka~.

Huruf f

cukup jelas

huruf g: I :
I , I! I ,,'

Hak urituk mendapatkan pembelaan dalam penyelesaian sengketa pelayanan

publik ~apat dilakukan ~endiri atau me;ndapat bantuan dan pihak lain.

Huruf h I

Cukup jelas

Huruf i 'I'

Cukup jelas

I

Cukup jelas.

, . Pasal9

Ayat (1)

cukup jelas
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i'

Ayat (2) I
I

Huruf a
icukup jelas

hurufl;>
Kemarldirian masyar~kat merupak~m prasyarat untuk menumbuhkan

kema1puan masyarak1t sebagai pen6;rima pelayanan publik.

huruf c

cukup ~elas

Huruf d
cukup jelas

Huruf e !
cukup jelas.

T

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup je/as.

Pasal 13
cukup jelas

Pasal14
Cukup jelas. '

Pasal 15
Ketentuan ini Imemberi perlakuan yang khusu~ bagi penyandangcacat, lanjut usia,

dan wanita hamil.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
i I

f . Cukup je/as .

. i Pasal18
! I'

. ' · Cukup jelas.

, i :Pasal19

Cukup jelas
,;
. i Pasal20

I Cukup jelas
) !

•

, I
1 I:

. ,
, 22
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'.

Ayat(2)

Cukup, jelas.
!,

I ,
I i

Ii ;

l , i
II

/
II I

I .
I,

I ; II I

i
I I

I

, j

Pasal21

Ayat (1)
i : !

Yang :dimkasud dengan penyimparigan wewenang adalah suatu bentuk

pelan~garan yang berfaitan dengan !pelanggaran wewenang yang ada pada

penyelenggara pelayanan publik' atau yang dilimpahkan kepada

penyelenggara pelayarlan publik. i
, -, I

Yang i dimaksud dengan penyimpangan prosedur adalah 'suatu bentuk
; I I

pelanggaran' terhadap prosedur administrasi penyelenggaraan pelayanan

sebagrimana yang dit~tapkan pelaya~an publik.

I'

l'! : f
J i ::
I' ,. Pasal22

Cukup jelas
~:

Pasal 23

Cukup jelas j

, , Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 I

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas ..

, I

: :

j 1

,, ,

TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORON!ALO NOMOR ..0:1
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